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INTISARI

Tahun 2015 ini pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan pada
bidang akuntansi, yaitu mulai di berlakukannya sistem akuntansi berbasis akrual
pada seluruh lapisan instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah yang dimulai pada Tahun Anggaran 2008. Hal tersebut juga
ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP), bahwa tahun 2015 merupakan awal penyusunan
laporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah.

Data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Metode yang
digunakan pada penulisan Tugas Akhir ini ialah metode deskriptif-kualitatif, yaitu
membandingkan teori yang digunakan penulis berdasarkan PP 71 Tahun 2010
serta kebijakan akuntansi, dengan praktik yang terjadi dilapangan. Kemudian
menggambarkan seperti apa akuntansi beban berbasis akrual itu disajikan.
Akuntansi beban yang dianalisis meliputi: pengakuan, pengukuran, penyjian,
penilaian, dan pengungkapan.

Hasil dari penelitian akuntansi beban berbasis akrual di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul meliputi : pengakuan,
pengukuran, penyajian, penilaian dan pengungkapan yang telah sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penerapan akuntansi beban berbasis
akrual tersebut juga telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 serta kebijakan
akuntansi.
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ABSTRACT

In the year of 2015, Indonesian government has done the alteration on the
accounting sector which started by applying the accrual based accounting system
on every lining of the government agency, both Central and Regional Government
that began in Fiscal Year 2008. It was also confirmed in the Government
Regulations number 71 in the year 2010 about the Government Accounting
Standard (GAS), that the year 2015 is the beginning of the accrual based
preparation of financial statements by the government.

Sources of data in this study were taken from Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Of Bantul Region. The
method employed in this research is qualitative descriptive method, it was done
by comparing theory which is used by the author under PP 71 in the year of 2010
and the accounting policy with practices that occurred in the field. Then describe
how accrual based accounting for expense accounting was presented. The analysis
of expense accounting include: recognition, measurement, presentation,
evaluation and disclosure.

Based on the research that has been done about accrual based accounting
for expense accounting on Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah (DPPKAD) Of Bantul Region involve: recognition, measurement,
presentation, evaluation and disclosure are in compliance with the accrual based
Government Accounting Standard. The application of accrual based accounting
for expense accounting also complied to PP 71 in the year of 2010 and accounting

policy.
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